NAMA OPD

URUSAN PEMERINTAH
YANG DILAKSANAKAN
TUGAS POKOK

FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH.

Politik Dalam Negeri

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan
Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

1) perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik;

2) penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Pelayanan
Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

3) pembinaan, Fasilitasi dan Pelaksanaan Tugas di Bidang
Ideologi dan Kewaspadaan, Ketahanan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;

5) pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur
Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)

(1)

(2) (3)

Bangsa dan Politik

1. Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan

1.1 Meningkatnya
jumlah
masyarakat yang
paham terhadap
kesatuan bangsa

Persentase e Alasan Pemilihan Indikator :
masyarakat yang
paham terhadap
kesatuan bangsa

Indikator ini dipilih untuk
memantau, mengevaluasi dan
mengukur tingkat kerukunan
masyarakat, pembangunan
karakter dan ideologi Pancasila,
pengembangan sosial budaya
dan ketahanan ekonomi
masyarakat Jawa Tengah

e Formulasi Pengukuran :
Jumlah Masyarakat yang paham
dibagi dengan jumlah
masyarakat yang mendapatkan
pemahaman dikali 100%

e Tipe Perhitungan :
Kumulatif.

e Sumber Data :
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jawa Tengah




PENJELASAN

TUJUAN DAN (Alasan Pemilihan Indikator
SASARAN INDIKATOR KINERJA ) .
STRATEGIS Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
1.2 Meningkatnya Persentase Alasan Pemilihan Indikator :

jumlah masyarakat
yang paham
terhadap politik

masyarakat yang
paham terhadap
politik

Indikator ini dipilih untuk me
mantau dan mengevaluasi tingkat
pemahaman dan pengamalan
masyarakat terhadap  aspek-
aspek IDI.

Formulasi Pengukuran :

Jumlah masyarakat yang paham
dibagi jumlah masyarakat yang
mendapatkan pemahaman di kali
100%

Tipe Perhitungan :

Kumulatif

Sumber Data :

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jawa Tengah.




